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KATA PENGANTAR 

Naskah yang berada di hadapan pembaca sekarang. ini adalah 

suatu naskah yang di.buat untuk dijadikan dasar pembuatan suatu 

usul ·Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan semacam pen­

jabaran dari Undang-Undang Pendidikan Nasional 1 yang masih harus 

diajukan ke Dewan Perw~ilan Rakyat untuk disahkan. 

Salah satu tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pendi­

dikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud) 1 DepartemenPendidikan dan 

Kebudayaan 1 adalah tugas untuk menghasilkan naskah-naskah tulis­

an yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijaksanaan 

Pimpinan Departemen 1 baik dalam bentuk pembuatan keputusan 1 per­

aturan (atau rancangan peraturan) 1 ataupun rencana pengembangan. 

Naskah yang berada di hadapan pembaca disusun oleh suatu 

kelompok tokoh-tokoh pendidikan yang telah diminta untuk menyum­

bangkan pemikiran mereka masing-masing dan bersama pada upaya 

menghasilkan gagasan-gagasan buat pengaturan bidang pendidik~ 

yang lebih sesuai dengan tuntutan Pembangunan Nasional. 

Isi naskah ini 1 yang hanya merupakan satu dari seperangkat 

naskah yang sejenis 1 tentu saja masih dapat disempurnakan. Oleh 

sebab itulah naskah ini disampaikan kepada pembaca yang terhor­

mat dengan harapan agar pembaca ikut serta mengusulkan perbaikan­

perbaikan pada isi naskah. 

Tanggapan, dalam bentuk kritikan, saran ataupun gagasan­

gagasan baru 1 d iharapkan dialamatkan kepada Kepala Badan Peneli­

tian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pen­

didikan dan Ke budayaan, dengan alamat 

J l. Jend. Sudirman, Senayan 

Tromol Pos 297 KBY 

Jakarta 



Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara pembaca pada ma­

salah-masalah yang ki ta hadapi bersama dalam us aha pengembangan 

pendidikan yang lebih baik bagi para anggota masyarakat kita yang 

memerlukan kesempatan belajar sangat kami hargai. 

2S September 1985 

in l). fhlia.. . 
Harsja W. Bachtiar 
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PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan nasional secara umum dan menye­

luruh t'elah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor tahun ............ te~tang Ketentuan 

Pokok Sistem Pendidikan Nasional. Demi kelancaran dan ke­

mudahan pelaksanaannya, hal-hal yang bersifat khusu s da­

lam undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut ke da­

lam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

dan lebih terperinci . 

Naskah ak ademjK i ni merupakan bahan yang dimaksudkan 

untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

?eraturan Pemerint.ah ya ng berkenaan dengan pendidikan me­

nengah umum. Diharapkan bahwa keseluruhan isi naskah 

akademik ini dapat merupakan sumbangan yang bermanfaat 

bagi pLnyusun an Peraturan Pemerintah tersebut, baik isi 

maupun tata urutan penyajiannya. 

Isi naskah akade mik ini disaj ikan dengan urutan se ­

bagai ber ikut. 

Bab I, Unsur Pendidikan . Dalam bab ini dikemukaka r. 

hal-hal yang berkenaan den~an unsur pendidikan menengah 

c~mum, yang meliputi jenjang nendid ikan, oeserta dtdik, 

tenaga kependid ikan , sumb er daya , kurikulum, strategi be­

lajar mengajar, da n penilaian kegiat an dan kemajuan be­

lajar. 

Bab II, Pengelol aan Pendidikan . Bab ini be r i si ~ r ai­

an ten tang pengelolaan satuan pendid ik an, pengelolaan l<e ­

giatan dan sumber daya, pengel olaan tenaga kependiJikan, 

pembinaan tenaga kependidikan, penge l olaan dan pembinaan 

tenaga administrasi, dan pengawasan. 

Bab III, Peranan Orang ~u a dan Masyarakat. Dalam 

bab ini dikemu kak a n peranan ora ng tua dan peranan masyar a ­

kat dalam menunjan~ pelaksanaan· pendidikan menengah umum. 

Bab IV, Ketentuan Khusus. Dalam bab ini dik emukan 

hal-Qal yang berkenaan dengan pendidikan a sing. 

v 



BAB I 

UNSUR PENDIDIKAN 

Unsur pendidikan menengah umum yang dibahas dalam 

bab ini meliputi j enj arig pendidikan, peserta didik, te­

naga kependidikan, sumber daya, kurikulum, strategi be­

lajar mengajar, serta penilaian kegiatan dan kemajuan 

belaj ar. 

Ketentuan mengenai masing-masing unsur pendidikan 

tersebut ditetapkan dengan mengacu pada tujuan pendidik­

an menenga h umum yang telah dirumuskan dalam Rancangan 

Undang-unaang Republik Indonesia Nomor ...... Tahun 

tentang Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional, 

yaitu: 

Pertama, mencapai tu juan pendidikan nasional yaitu me­

ningKatkan ketakwaan te rhadap Tuhan yang Maha -

esa, kece rdasan dan keterampilan, mempertin~~i 

budi pekert i, memperkuat kepribadian dan me m­

pertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah 

Kedua, 

air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pem­

bangunan yang dapat me mbangun diri sendiri ser­

ta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangun­

an bangsa . 

mempersi apkan peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjan~ pe ndidikan tinggi atau 

yang lebih tinggi. 

Di samping itu, bagi peserta didik ya ng karena sesuatu 

hal tidak akan melantutkan ke pendidikan yang lebih ting -
• 

gi, pendidikan menengah umum juga memper s iapkan oeserta 

didik untuk memasuki lapangar. kerja dan ? tau lapangan ke ­

hidupan. 

Untuk mencapa i t uju a n tersebut , ditetapkan ketPntu­

an tentang masing -masin~ unsur pendidikan sebagai berikut. 
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1. Jenjang Pendidikan 

Pendidikan Menengah merupakan suatu jenjang pen­

didikan yang berada di antara jenjang pendidikan dasar 

dan jenjang pendidikan tinggi. 

Pendidika~ Menengah Umum merupakan salah satu 

jenis pendidikan dalam jenjang pendidikan menengah. 

Pendidikan Menengah Umum terdiri atas Pendidikan 

Menengah Umum Tingkat Pertama dan Pendidikan Menengah 

Umum Tingkat Atas, yang lama pendidikannya masing­

masing 3 (tiga) tahun. 

2. Peserta Didik 

a. Persyaratan 

Peserta didik pendidikan menengah umum adalah 

anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan tamat 

pendidikan dasar atau yang setingkat dengan pen­

didikan dasar dan persyaratan lainnya. P~rsvaratan 

lain tersebut ditetapka n oleh Menteri yang bertanggung 

jawab atas pendidikan. 

Yang dimaksud dengan "setingkat dengan pendidik­

an dasar" adalah pendidikan ;,ang telah dicapai oleh 

peserta didik yang tinr k3t kemampuannya setara de­

ngan tingkat kemampua n peserta didik yang telah ta­

mat pendidikan dasar, misalnya peserta didik yang 

telah mengikuti pendidikan dasar di lua~ sistem pen­

didikan nasional, seperti peserta'didik yan~ mengi­

kuti pendidikan asing di luar negeri. 

b. Hak dan Kewajiban 

Setiap peserta did ~k pendidikan menengah umum berhak 

untuk: 

l) mendapat perlakuan dan pelayanan yanv ad11 dan se­

suai dengan baka t, minat, dan kemampuannva; 

2) mendapat pelayanan khusus, umpamanya mPreka yang 
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menyandang cacat atau yang bertempat t1nggal d1 

daerah t~penc1r; 

3).mendapat bantuan berupa biaya atau bantuan lain­

nya bag1 yang memerlukan dan memenuh1 persyarat­

an yang d1tetapkan; 

4) pindah aar1 satu satuan pend1d1kan ke satuan pen­

didikan 1&innya dalam pendidikan menengah umum 

atau dari pehdidikan menengah umum ke jenis pen­

didikan Iainnya untuk mengembangkan bakat,minat 

kemampuannya, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan ; dan 

5) menye1esa ikan program pendidikan 1ebih awa1 dari 

pada waktu yang ditetapkan. 

Setiap peser ta didik pendidikan menengah umum ber ­

kewajiban untuk: 

1) men aati segala peraturan yang ditetapkan; 

2) meme1ihara suasana belajar di lingkungan seko1ah; 

3) ikut meme1ihara keamanan, kebersihan, ,ketertiban 

keindaha n, dan keke1uargaan; dan 

4) ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah. 

3. Tenaga Kependidikan 

a. Jenis dan Pengertian 

Tenaga kependidikan pada pendidikan menengah 

umum terdiri dari guru dan tenaga bukan guru. 

1) Guru 

9uru ada1ah an~gota masyarakat yang memenuh i 

persyaratan yan~ me1aksanakan tugas membimbing 

dan mengajar peserta didik dalam ran~ka kegiatan 

be1ajar mengajar sesuai d~ngan mata pelajaran 

yang dituntut o1eh kuriku1um yang ber1aku. 

Guru dikelompokkan ke dalam guru: 

a ) P a nc as i 1 a ; 



o~ agama; 

r) kewarganegaraan; 

d ) budaya; 

e) il.~u; 

f ) keterampil an ; dan 

4 

g) olah raga ~an keBe hatan. 

Di samping itu, apabila pada satuan pendidlkan menengah 

umum terdapat peserta didik yang berkelainan,mi salnya 
yang tunarungu dan Dunanetra, sehingga memerlukan 

l'"' lava na r: khusus , dapat diadakr.n guru pembimbinP: 

khusus. 

2) Tenaga Bukan Guru 

Tenaga bukan guru adalah anggota masyarakat yang 

memenuh~ persyaratan yang bertugas membimbing, melatih, 

mengelola, dan memberi pElayanan teknis kependidikan 

dalam pendidikan menen gah umum. 

Pada bagian ini, tenaga bukan guru dibatasi pada 

tenaga kependidikan da lac. satuan pendidikan menengah 

umum, yang meli puti: 

a) kepala sekolah, yai· ~ anggota masyarakat yang me­

menuhi persyar;H ar. un tuk bertugas memimpi n ke r;iat a:. 

satuan pendidik ar. ; 

:::>) tenaga perpu::;tA.k.'l .':J .. ·(;,::lat. , yai.tu anggota masyarc:­

ka: y 2. ng me :..e nu •:i r· ·.' ~· 3 · :;,.r"l tan untuk bert ugas me 1 aku­

Kan pelayan ;:.r~ dan hjrni:::ini!'an kc:p:.1da peser til didik da­

L.,rr. rangk <.> ~-,· n:_ .. 1-urn.,;. :::•nnller belaj ar yanr: ada di 

perp us taka:~r· . . ;eko la;.; 

') tenar~·: l·d. '!":' ,. i 11 111, ·: ':' •1 , Jfii~!~nla m:1:-;y:,raka1 yarw 

memenuhi p•·rsy:'!!'''itan untuk bertugas melakwkan pclaya~­

an dan bimbin~an di laboratorium, dalam rangka mem­

bantu peserL a didik dalam proses belajar mengajar; 

d) tenae;a bcnr~l<,,l k<·rj ;1 , ::ai tu anggota masyarakat yan•: 

bertugas mel"l.klll('tl. r.•·Liyanan dan bimbingC~n di benrl-:el 
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kerja da l am r a ngka membantu peserta didik dalam 

proses be l ajar mengajar; 

e) tenaga bimbingan dan penyuluhan, yaitu anggota ma­

syarakat yang memenuhi persyaratan untuk bertugas 

melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap pesert a 

didi k da lam rangka proses belajar mengajar; dan 

f) inst r ukt ur, ya i tu a nggot a masyarakat yang meme nuhi 

pe r syn.ra tan .mt:Jk bertugas membimbing dan melat ih 

keter:-tmpi. la n t e r tt-~nbt k0.p:-tda pese rLa didik cl a l am 

rangka kegiatan prose s me nga jar s esuai de nga n yan f, 

d i tunt ut da lam kur ikulu m. 

Sela i n te naga bukan guru yang telah di sebut kan 

di atas apabi la pada sat ua n pendidikan menengah umum 

terdap at pe se rta d i dik ya ng meme rlukan pelay anan khu­

s us, dapat diadakan tenaga bukan guru yang lain, 

mi sal nya ahli f~s i oterapi. 

b . Pe r sy ar a tan 

Pe r syar ~ta~ bag i t enaga kependidi kan , baik gu r u 

~aup un te naga bukan guru , t erdir i dari pe rsy ~ratan 

umum d a~ per sy aratan khusus . 

ll Pe r sy arata~ Unum 

Persy arata~ umum ~ ugi tena ga ~e pe ndidi kan 

ma upun te na ga bu kan guru adalah : 

a) memi l i ki ded ikasi dan in te~ri t a s kepr i hndt~~~ 

o ) ;;•.e: :u :: j ·.:.s mani. dan ':idak 'ida. ~r.angguan v. ej .i.'ti'.L':r : · . .; ­

hi rll-; fi.: ,:a:.> at. melaksanaka n tugas :>ebar:aima n: , m.- .~ -

t i nya . 

2) Pe r syar at;.r. ·!(husus 

a) Gur u 

Persyara t a n khusu s bagi gur u pendid i kan menengah 

~tmurr: i a l :~ h: 

memi lik i kelayakan ~en gajar ya ng dib ukt i kan de ­

nga n di~lo ma dan 1k t a me nga jar a t au ya ng setin ~-
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kat dengan itu dari lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan dengan lama belajar dan program 

studi yang sesuai. 

b) Tenaga B ukan Guru 

Persyaratan khusus untuk tenaga bukan guru 

adalah sebagai berikut. 

(l) Kepala Sekolah . 

(a) ~empunyai keterampilan dalam pengelolaan 

sekolah. 

( b ) Mempunyai pengalaman mengajar sekurang­
kurangny a 4 ( empat) tahun pad a satuan perrlidikan 

nenengah umum. 

(2) Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Mempunyai keterampilan dala~ oe~~elolaan dar. 

pelayanan perpustakaan sekolah. 

( 3) Ter.aga13 Bengke·l Ker_j a 

.M=mpunyai keteranpilan dalam menr;elo la beng-

Kel :..:erja. 

( 4) TenaEc. Bl.mbingan dan Penyuluhan 

Me~c ~nya i kelayakan untuk memberikan bimbinf­

an da~ peny u luhan yang dibuktikan dengan 

di~l~~a dari lembaga pe~didikan tena ga ke-

pendi d-ikan. 

(o;) Inst:-uktur 

? e;o .~ .O::':..C":"':: bagi instrukv.l :o ditetapkan lebiL 

lanj '..:: ole :. :·1ent e ri yang oertang.gung j awab 

atc.s pendidikan. 

Di samping persyaratan umum dan persyaratan khu-
• 

su s ter~ebut, tenaga kependidikan, · baik guru mau-

pun tenaga bukan guru harus memenuhi persyaratan 

lainnya yang ditetapkan lebih lanjut o l eh Menteri 

yang bertanggung jawab atas pendidikan. 
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4. Sumber Daya 

a. Jenis dan pengertian 

Selain tenaga kependidikan, sumber daya 

dalam pendidikan menengah umum terdiri atas te­

naga administrasi, prasarana, sarana, dan dana. 

l) Tenaga Administrasi 

Tenaga administrasi pada satuan pendidik­

an menengah umum adalah tenaga yang bertugas 

memberikan pelayanan administrasi kepada 

pelaksanaan · tgas satuan pendidikan menengah 

umum. Dalam pengertian ini, yang termasuk 

tenaga administrasi pada satuan pendidikan 

menenga~ umum ialah: 

a) tenaga yang bertugas :nengurus rumah tangga 

sa:;.;an pendidikan; 

b) te:.aga yang bertugas ~en gur us perlengkapan 

sc.: .:c.n pendi dikan ; 

c) t!:: :;::. i;a yang bt~rtugas :::en gu ru s - : t !:" :: .• .:..·-1tl;, 

se::: -~:: tJendldii<an ; 

d) tenaga yang bertugas ~engurus keuanga~ sa­

t~an pendidikan; da~ 

e) tena ga yang bertugas ~engurus kepe~awaian 

di satuan pendidikan. 

2) Prasara:12. 

?~asarana dalam pendidikan ~enengah 

umum e:: j~lah seperangkat kelengkap~n dasar yang 

bergur.<:. dalam menunjang ::;roses belaj~l:' menga­

jar. ~engan pengertian tersebut, yang 

termaslik prasarana pendidikan menenga! ; umum 

melipu.ti: 

a) ruc;r. g be laj ar mengaj ar at aJ.I ruanp; !.;e las; 

b) ruang _prakte\< keterampilan-; 

c) ruang laboratorium; 
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d ) ruang perpustakaan; 

e ) ruang bengkel kerj a; 

f ) ruang bimbingan dan penyuluhan ; 

g ) ruang pimpinan sekolah; 

h) ruang kant or tat a usaha; 

1 ) ruang guru; 

j) ruang serba guna; 

k) ruang sen am·; 

1) kamar kecil; 

m) lapangan; dan 

n) tanah dan lingkungannya. 

Saran a 

Sarana pendidikan dalam pendidikan menengah 

umum adalah seperangkat a lat atau bahan yang diguna­

kan da lam proses belajar mengajar. Jenis sarana yang · 

diguna kan tergantung pad a tujuan y ang ingin dicapai 

dan me t ode pe n y ampa i a n yang diguna kan oleh guru. 

Secara gar is besar sarana pendidikan dibagi menjadi 

3 ( tiga) golongan: 

3., ouk ; pelaj aran dan media lain; 

:)' 3.1 a: ceraga; dar. 

; "3.lii "'" ora t i ~:urr.. 

Uana pendidikan yan~ jiperlu Kqn untuk menunjang 

:lel.aKs:::. naaJ. pendidi ko.n m~nengJ.r umum. men j adi tanggung 

j awab pemerintah, kelu a rga , dan masyarakat baik sebagai 

perseorangan, go l o ngan, badan, maupun sebagai lembaga. 

Penggunaan dana tersebu t berpedoman pada prinsip ke­

adilan dan pemerataan untuk memperoleh kesempatan bela­

jar p o.da pendi dikan menengah urn urn. Pedoman penga­

daan dan penggunaan dana pendidikan menen gah umum di­

atur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab 

atas pendidikan. 



b. Persyaratan 

Persyaratan tentang sumber daya untuk pendidik­

an menengah umum ditetapkan oleh Menter! yang ber­

tanggung , jawab atas pendidikan. 

5. Kurikulum 

a. Susunan 

Untuk mencapai tujuan pendidikan menengah 

umum se~agaimana disebutkan pada bagian terdahulu, 

kurikulum pendidikan menengah umum dibagi atas 2 

jenis program, yaitu ~rogram Inti dan Program Pilih­

an. 

1) Program Inti 

a) Program inti dimaksudkan untuk mendidik pe­

serta didik menjadi manusia pembangunan se­

bagai warga negara Indonesia yang berpedoman 

pada Pancasila· dan Undang-Undang Dasar 1945 

dan sekaligus merupakan perwujudan dalam 

~paya untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan, sikap, dan nilai minimal yang 

sama . 

b) Program inti merupakan program yang wajib diikuti 

oleh semua peserta didik. 

2) Program Pilihan 

Program pilihan dimaksudkan untuk mengem­

bangkan p~erta didik sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan, dan kebutuhan lingkungannya. Dalam 

pengertian ini, program pilihan terdiri atas baik 

program-program yang memberikan bekal kemampuan 

kepada peserta .didik untuk melanjutkan ke pen­

didikan yang lebih tinggi dan program-program 

yang memberikan bekal keterampilan khusus kepada 

peserta ctidik untuk dapat memasuki lapangan ker­

ja dan atau lapangan kehidupan, khususnya untuk 
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jenis-jenis pekerjaan yang memer1ukan 1atar be­

lakang pengetahuan umum yang 1uas disertai wawasan 

tentang bidang pekerjaan yang bersangkutan. 

Program inti dan program pi1ihan disajikan 

melalui kegiatan intrakurikuler, kokuriku1er, dan 

ekstrakurikuler . Kegiatan intrakurikuler ada1ah 

kegiatan yang dilakukan di sekolah yang peAjatahan 

waktunya ditentukan dalam struktur program. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan mi­

nimal masing-masing mata pe1ajaran. Kegiatan ko­

kuriku1er adalah kegiata· di luar jam pe1ajaran 

biasa, yang bertujuan agar peserta didik 1ebih men­

dalam dan 1ebih menghayati apa yang dipe1ajari Q~-

1 am kegiatan intra kuriku1er. Kegiatan ekstraku­

riku1er·ada1ah kegiatan di 1uar jam pe1ajaran .bia­

sa (termas uk pada hari 1ibur), yang di1akukan di 

seko1ah dengan tujuan untuk memper1uas pengetc huan 

siswa, mengenal hubungan antara berbagai mata pe­

lajaran, menya1urkan bakat dan minat, serta me1eng­

kapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

b. lsi 

lsi kuriku1um dikelompokkan ke da1am: 

1) Pancasi1a; 

2) agama; 

3) kewarganegaraan; 

4) budaya; 

5) ilmu; 

6) keterampi1an; dan 

7) o1ah raga dan kesehatan. 

c . Pengembangan 

Pengembangan kuriku1um pendidikan menengah 

umum di1akukan dengan didasarkan atas: 

1) ni1ai dasar, yang merupakan fa1safah da1am pen­

didikan di Indonesia, yaitu pendidikan manusia 
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Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2) fakta empirik, yang diperoleh dari penelitian dan 

penilaian terhadap kurikulum yang berlaku serta dari 

usaha pengembangan pendidikan yang telah berhasil ; 

dan 

3) landasan teori, yang merupakan keyakinan bahwa pen­

didikan harus ·diarahkan kepada pembentukan dan pem­

binaan manusia yang mandiri dan kreatif, yang di 

samping mampu mengembangkan diri dan mempertahankan 

hidupnya, harus pula sanggup dan mampu berperan ser­

ta secara bermakna dalam pengembangan dan pembangunan 

bangsa dalam rangka rrenjangkau masa depan yang lebih 

baik daripada masa kini maupun masa lampau. 

6. Strategi Belaj ar Mengajar 

a. Pendekatan Belaj ar Mengaj ar 

Dalam kegiatan belajar mengajar dipakai suatu 

pende~atan yang memungkinkan peserta didik mampu 

atas usahanya aendiri m~ngembangkan diri lebih lan­

jut sehingga memenuhi t untu t'l.!1 kehidupan yang se­

suai 1engan perkembangan ilmt dan teknologi. 

Peserta didik diberi kesemp ~~ an untuk secar a aktif 

dan kreati f menemukan, ~enaalami, menghas ilkan , dan 

meng~onunikas ikan gagasan-~agasan baru. Pengatu ran 

leoi: ~q njut tentang pe nde><atan be1ajar mengajar, 

di 1:': ·· -::.pi<an oleh Me nte:-1 -:van >< bertanggung j awab at as 

pe-r.d'.. :iik;m . 

b. Sisr~~ P~nyajian 

?~? l aksanaari l'e 12;i at n.t :·.r-l ·!j ar mengaj ar pad a 

p e na it~ ikan menengah amurr. di. ~ a Kukan te rutama melalui 

kegia:an tata~ muk b ~ntarh ~u r u dan pese rt a didik. 

Di Jq~ping itM, a~a~ J ap a• ~enjangkau sasaran pe­

sert a Jidik yan g lebih luas dan lebih meratakan 
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mutu pendidikan, digunakan cara penyaj ian lain 

misalnya memakai baha~ pengajaran yang telah di­

susun dan diprogramkan secara khusus. Denga n cara 

ini peserta didik dapat belajar s :endiri yaitu meng­

gunakan paket-paket belajar mandiri atau paket be­

lajar yang disampaikan melalui sarana komunikasi 
• massa seperti radio dan televisi. Pen ga turan lebih 

lanjut tentang sistem penyajian ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab atas pendid i kan. 

7. Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Belajar 

a. Sasaran Penilaian 

Sasaran penilaian terdiri atas p roses belajar 

mengajar dan hasil belajar mengajar. Penilaian 

pros~s belajar mengajar mengungkapkan bentuk dan 

kedalaman (intensitas) interaksi antara pesert a 

didik dengan guru; sedangkan penilaian hasil be­

lajar mengajar mengungkapkan t ingkat kemajuan be­

lajar peserta didik dan tin gkat keb erhasilan gur u 

dalam mengaj ar. 

b. Patokan Penilaian 

Program pendidi kan mer,engah umum yang dilak­

sanakan oleh masing-masing sat uan pendidikan d i­

nilai de ngan menggunakan patokan peni laian yang di ­

susun set empat . Penilaian yang dilakuk a n pad a a khir 

kesel uruhan program pendidikan disel enggar akar: 

dalam bent u k peni laian na sional atau penilaian 

setempat. 

Pengat uran lebih lanjut t e ntang patokan pe­

nilaia~ termasuk jenis-jenis mata pelajaran yang ter­

masuk pen ilaian nasional dan yang termasuk penilaian 

setempat, dila kukan oleh Ment eri yang bert a nggun g 

j awa b ata s pendi dikan. 
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c. Cara Penilaian 

Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar pada 

pendidikan menengah umum dilakukan secara berkala 

dan terus menerus sepanjang tahun, termasuk penilai­

an setiap akhir semester. 

Penilaian terhadap kemajuan (hasil) belajar 

dilakukan dengan menggunakan perangkat penilaian 

yang berbentuk pe~tanyaan, perintah, atau persoalan 

yang harus dikerjakan oleh setiap peserta didik de­

ngan jalan menjawab secara tertulis dan ata~ lisan, 

ataupun dengan melakukan perbuatan tertentu. Pe­

nilaian terhadap proses belajar mengajar dilaksana­

kan dengan jalan mengamati jalannya kegiatan belajar 

mengajar atau dengan cara penilaian lainnya yang se­

suai. 

d. Tindak Lanjut Penilaian 

Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan be­

lajar diikuti dengan tindak lanjut yang berupa kegiatan 

.sebagai berikut: 

1) peserta didik memperbaiki cara belajar atau. me­

ningkatkan usaha belajar; 

2) guru mengadakan program perbaikan atau pengayaan 

pada peserta didik sesuai dengan kemampuan ma­

sing-masing; dan 

3) guru memperbaiki atau meningkatkan cara mengajar 

atau mengganti bentuk dan jenis kegiatan belajar 

mengaj ar; 

e. Penyesuaian 

Sesuai dengan prinsip keleluasaan gerak, 

dimungkinkan perpindahan peserta didik dari luar sa­

tuan pendidikan menengah umum masuk ke satuan pendidik­

an menengah umum. Pengaturan tentang perpindahan di­

tetapkan lebih lanjut oleh Mneteri yang bertanggung 

jawab atas pendidikan. 



B~B II 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

Pengelolaan pendidikan menengah umum yang dibahas da­

lam bab ini meliputi pengelolaan satuan pendidikan, pengelo­

laan kegiatan dan sumber daya, pengelolaan tenaga kependidik­

an,pembinaan tenaga kependidikan, pengelolaan.dan pembinaan 

tenaga administrasi, dan pengawasan. 

1. Pengelolaan satuan Pendidikan 

a. Bentuk Satuan Pendidikan 

Berdasarkan tujuan dan jenjang pendidikan menengah 

umum, bentuk satuan pendidikan menengah umum adalah 

sekolah, yang terdiri atas sekolah menengah umum ting­

kat pertama dan sekolah menengah umum tingkat atas . yang 

masing-masing lamanya 3 (ti~a) tahun. 

b. Pengelola satuan pendidikan 

Satuan pendidikan menengah umum dikelola oleh peme­

rintah dan pihak swast a. Pemerintah yang mengelola 

satuan pendidikan dalam hal ini- adalah departemen 

lain. Departemen di luar departemen yang bertanggung­

jawab atas p~n9idikan dapat mengelola satuan pendidik­

an, asal memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab dtac pPndidikan. 

c. Persyaratan Pembentukan Satuan Bendidikan 

1) Persyaratan pembentukan satuan satuan pendidikan 

menengah umum, baik.yang diselenggarakan oleh pe­

merintah maupun swasta, adalah sebagai berikut: 

a) mampu menyediakan perangkat tenaga kependidik­

an yang dibutuhkan untuk meny elenggarakan 

satuan pendidikan tersebut; 

b) mampu menyediakan sarana dan prasarana fisik 

untuk mendukung pelaksanaan program pendidikarr 

menengah umum yang akan dibentuk> 

14 
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c) tersedia sumber daya penunjang di sekitar 

lokasi satuan ~endidikan menengah umum; 

d) tersedia sumber calon peserta didik dalam 

jumlah yang memadai di sekitar lokasi satuan 

pendidikan menengah umum itu; dan 

e) tidak mengganggu keberadaan satuan pendidikanlain 

di lokasi satuan pendidikan menengah umum 

tersebut. 

2) Khusus satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, 

kecuali persyaratan tersebut di atas, harus 

mendapat persetuj'Uan Menteri yang bertanggung 

jawab atas pendayagunaan aparatur negara. 

3) Khusus untuk satuan pendidikan yang dikelola swasta, 

perlu dipenuhi pula persyaratan: 

a ) memiliki yayasan yang berbadan hukum; 

b) melaksanakan kur~kulum pendidikan menengah umum 

y a n g ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung 

jawab atas pendidikan; 

c) me ma tuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku; 

d ) me miliki sarana dan prasarana sendiri; dan 

e ) mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung 

jawab atas pendidikan. 

d Pro sedur Pembentukan Satuan Pendidikan 

l) Pemb e ntukan satuan pendidikan menengah umum 

t ersebut dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut. 

a) Penelaahan ke layakan pember.tukan satuan p e n­

did i kan menengah umum. 

b ) Pe nen tuan lokasi satuan pendidikan menengah 

umum yang akan dibentuk. 

c ) Pemrosesan keputusan te.ntang satuan pendi.­

dika n menengah umum. 

d) Peresmian pembukaan satuan pendidikan 

me n e n gah umum. 
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2) Khusus untuk satuan pendidikan yang dikelola 

swasta, kecuali prosedur seperti di atas, harus 

mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 

1 (satu) tahun sebelum satuan pendidikan itu 

melakukan kegiatan. Pengaturan lebih lanjut 

tentang prosedur pembentukan satuan pendidikan 

menengah umum ditetapkan oleh Menteri yang ber­

tanggung jawab atas pendidikan. 

e Akreditasi 

Dalam rangka , usaha menyamakan mutu pendidikan 

dilakukan akreditas~baik terhadap - ~tuan pendi­

dikan yang dikelola oleh pemerintah rnaupun oleh 
pihak swasta. Dalam penentuan akreditasi diperha­

tikan hal-ha1 sebagai berikut: 
1) sistem pengelolaan; 
2) kelembagaan; 

3) program kurikulum; 
4) peserta didik; 

5) tenaga kependidikan; 
6) sarana dan prasarana; . 
7) sistem penilaian; 
8) $ituas1 umum. 

Berdasarkan hasil akred1tas1, departemen yang ber­

tanggung jawab atas pendidikan dapat memberikan 

bantuan kepada pihak swasta untuk meningkatkan 

penyelenggaraan satuan pendidikan yang dikelolanya. 

2. Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya · 

a. Pengelolaan Kegiatan 

l) Perencanaan Program Pengajaran 

Program pengajaran dalam kurikulum pendidikan 

menengah umum diuraikan dan disusun kembali dalam 

bentuk satuan-satuan yang slap disajikan: 

Dalam menyusun satuan perlu ?iperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
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a) masing-masing satuan merupakan suatu kebu­

latan prog;ram; 

b) 1s1 satuan mencakup semua bahan yang 

penting; 

c) penyusunan satuan disesuaikan dengan jatah 

waktu yang tersedia; dan 

d) masing-masing satuan disusun berdasarkan 

tujuan yang ingin dicapai. 

2) Pelaksanaan·Proses Belajar Mengajar 

Program pengajaran yang telah disusun dalam 

bentuk satuan <!isajikan dengan r ")erhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

a) Memanfaatkan kemampuan yang telah dimiliki 

peserta didik dan mengarah kepada .Pembentuk­

an kemampuan baru, yang dimaksud oleh program 

yang hendak disajikan. 

b ) Menggunakan pendekatan dan cara yang tepat 

untuk mencapai tujuan yanf. disesuaikan,dengan: 

(l) bahan pengajaran yang akan disajikan; 

(2) sumber daya pendukung yang tersedia; 

(3) keadaan peserta didik pada saat berlang­

sungnya proses belajar mengajar; dan 

(4) suasana lingkungan belajar. 

c) M~nggunakan strategi belajar mengajar yang 

mendorong peserta d:idik untuk berpera1 1 se1·ta 

secara aktif dan kreatif~ 

d) Melakukan penilaian terhadap proses belajar 

mengajar dan hasil belajar peserta didik. 

3) ?engelol aan Administrasi Pendidikan 

Pengelolaan administrasi pendidikan menen gah 

umum ditujukan untuk meningkatkan daya g una dan 

tepat guna tugas tenaga kependidikan dan tenaga 

bukan kependidikan serta pemanfaatan sarana dan 

prasarana yang sudah ada. 
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Pengelolaan adm1n1stras1 pend1d1kan adalah ke­

g1atan yang meliputi: 
a) penyusunan dan pelaksanaan program kerja se­

kolah; 
b) pengaturan proses belajar -mengajar serta bim­

bingan dan penyuluhan terhaaap peserta didik; 
c) 

d) 

\ 

pengaturan pembinaan . peserta d1dik; 

pengaturan pelaksanaan bimbingan dan penilaian 

bagi para guru dan tenaga kependidikan lain-

\ nya; 
\ 

e) · pelaksanaan ke.rja sa~ dengan sekolah dan atau 

1nstans1 lain dan masyarakat; 

f) pengurusan tata usaha perkantoran sekolah. 

Pengelolaan administrasi pendidikan dilakukanoleh 
. " 

pimpinan satuan ·pendidikan menengah umum yang ber-

sangkutan d~n tenaga kependidikan lainnya . 
' 

4) Pelayanan kepa~a Peserta Didik 
' \. 

Setiap peserta d\dik pendidikan menengah umum, 

termasuk peserta d1dik yang menyandang cacat mem­

punyai hak mendapatkan perlakua~ dan pelayanan 

y~ng adil dan sesuai dengan bakat, minat dan 
kemampuannya. 

Dengan demikian, program perbaikan diberikan kepa­
da peserta didik yang "lambat", program pengayaan 

dibe rikan kepada peserta didik yang "cepat", d!l.l: program 

bantuan khusus diberikan \{epada yang menyapdanp- cacat. 

Di samping itu, kegiatan usaha kesehatan sekolah, 

palang merah remaja~dan kegiatan lain yang sejeni s 
diadakan untuk memberikan pelayanan kepada peserta 

didik dalam mengikuti pendidikan menen~ah umum. 

Program pelayanan ini ~arus disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik yang bersangkutan . 

Pengaturan lebih lanjut tentang p~layanan kepada 

peserta didik di tetapkan ol eh ~enteri 
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yang bertanggung jawab atas pendidikan. 

b. Penge1o1aan Sumter Daya 

1 J Per..gadaan 

a) Prasarana 

Prasarana pendidikan menengah umum diadakan 

dari sumber dana pemerintah dan atau masya­

rakat baik sebagai perseorangan, go1ongan, 

badan, maupun "sebagai 1embaga. 

Pengadaan prasarana berpedoman pada standar 

minimum yang ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggung jawab atas pendidikan. 

Da lam penen~uan prasarana standar minimum 

bangunan dan lua s tanah bagi suatu 1ing­

kungan pendidikan menengah umum didasarkan 

atas penggo1ongan: 

(1) daerah, misa1nya daerah perkotaan, dae­

rah pedesaan, dan daerah tcrpencil; 

dan 

(2) penyebaran penduduk; dan 

(3) keadaan a1am. 

b) Sarana 

Sarana pendidikan menengah umum diadakan 

dari sumber dana pemerintah dan atau 

masyarakat baik sebagai. perseorangan, go-

1ongan, badan , maupun sebagai 1embaga. 

Pengadaan sarana tersebut berpedoma~ pada 

standar minimum , yang didasarkan atas: 

(1) keserasian dengan kurikulum pendidikan 

menengah umum; 

(2) sederhana da1am arti mudah dipergunakan 

dan dirawat; dan 

(3) pengutamaan produksi dalam negeri. 
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Pedoman peni:lakuan sarana perxlidikan menengah unum eli tetapkan 

oleh ~nteri yci!'lg bertailggung j awab atas pendidikan. 

c) Dana 

r:ana seba¢ unsur penunjang pendidikan menengah Ulll.1ITl yang di­

kelola oleh pemerintah bersumber dari: 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

( 3) s umbangan orang tua peserta didik; dan 

( 4 ) d ar.a rrasyarakat . 

Penggunaa.n dana pendi~ dan pem.mgutan besarnya dana dari s~ 

bangan orang tua peserta didik eli tetapkan oleh ~nter.i yang ber­

tanggung jawab atas pendidikan. Dana seba¢ unsur penunjang pen­

didikan menengah Ulll.1ITl yang dike lola oleh swasta, bersumber dari 

sumbang-c:Ul: 

( l) perorangan; 

( 2) ke lorrpok ma.syarakat ; 

( 3) orang tua peserta didik; 

( 4) badan a tau lenil~; dan 

( 5) pererintah. 

Besarnya dana sumbangan pendidikan dar1 orang tua peserta didik di­

tetapkan oleh ~nteri yang bertanggung jawab atas pendidikan, sedang­

kan penggtii)8ID1 dana pendidikan ditetapkan oleh yayasan pengelola 

satuan pendidikan menengp.h Ulll.1ITl yang bersangk\ltan. 

2) Pendayagunaan 

a) Prasara.na 

Prasarana yang telah tersedia misaJnya kepustakaan, laboratorium, 

bengkel harus ditingi<atkan penggunaannya. · D1 sarrping ·1tu agpr dapat 

menunjang kualitas pendidikan menengp.h Ulll.11Tl, rraka prasarana yang ada 

ju!!fi terus diusahakan peningkatamya. Agar prasarana yang ada dapat 

didaya~ seneksinal lll.ll'lgk1n, d:1mmgk1nkan satuan pendidik-

an yang satu de~ yang lain untuk dapat saling menggunakan prasarana 

yang tersedia pada na.sing-masing satuan pendidikan tersebut. 

b) Sarana. 

Sarana. pendidli<an yang bei'I.lpa buku pelaj aran l!Odul, paket belaj ar, dan 

nedia lairu'\Ya digunakan untuk menerj emahkan isi kurikulum dan 
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oleh peserta didik baik secara mmdiri dan ~cara berkelonpok untuk 

nenahami bahan pelajaran yang tercantum dalam kurikulum . . 

itu digunakan pula nodul, rredia elektronik seperti slide, film, radio, 

dM t~levisi yang lebih menunjanP: oelaksnnaan kurikulum. 

c) Dana 

Dana pendidikan digunakan untuk: 

(1) pengadaan prasarana dan sarana; 

( 2) penyelenggara::m pendidikan; dan 

(3) pe~eliharaan dan penghapusan. 
e 

Peningkatan daya guna dana yang ada, dilak-

sanakan dengan penyusunan dan pengawasan 

anggara~ secara cermat. 

Pengaturan lebih lanjut tentang pendayaguna­

an prasarana, sarana, dan dana ditetapkan 

lebih 1anjut oleh Menteri yang bertanggung 

jawab atas pendidikan. 

c . Penilaian Kurikulum dan Sarana Pendidikan 

1) Penilaian Ku~ikul~rn 

Agar kuriku lurn pendidikan menengah urnurn tidak 

ketinggalan dengan perkernbangan iJrnu dan tek­

nologi serta pembangunan nasional, khususnya 

dalarn jenis, kualitas, dan jurnlah tenaga yang 

diperlukan , diadakan penil~ian kurikulurn yang 

dilakukan secara sistematis dan terus rnenerus. 

Adapun unsur yang dinilai rn'encakup: 

a) dokurnen kurikulum itu sendiri; 

b) pelaksanaan kurikulurn, termasuk penyusun­

an program pengajaran dan proses belajar­

rnengaj ar; 

c) hasil belajar yang dicapai peserta didik; 

dan 

d) kesesuaian lulusan dengan tuntutan pendi­

dikan yang Lebih tinggi dan · kebutuhan te­

naga kerja di rnasyarakat. 
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Pengaturan lebih lanj ut tentang ;>•-lalcsanaan 
pen1la1an kurikulum ditetapkan oleh Menteri 
yang bertanggung jawab atas pend1d1kan. 

2) Pen1la1an Sarana Pend1d1kan 

Agar sarana pendidikan dapat menunjang keber­
hasilan proses belajar mengajar secara optimal, 
diadakan penilaian sarana pendidikan menengah 
umum secara sistematis dan terus menerus yang 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a) kesesuaian dengan kurikulum dan atau bahan 

pengajaran; 
b) lingkup kegunaannya apakah multifungsi 

c-) kemudahan dalam pengadaan, penggunaan, dan 

pemeliharaan; dan 
d) efisie~i penggunaannya pada satuan pendidikan 

menengah umum. 

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan peni­
laian sarana pendidikan menengah umum ditetapkan 

\ 
oleh Menter! yang bertanggung jawab atas pendidikan. 

3) Pengelolaan Tenaga Kependidikan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan mene­
ngah umum-.seL;in tergantung pada kurikulum, sarana 

dan prasarana, juga akan san~at ter~ant~n~ oleh te­
naga keper.didikan. Bahkan, dapat dikatakan oahwa tenaga. 

kependid:ikan, khususnya guru, rrerupakan unsur penentu dalam ke­

berhasilan pelaksanaan pendidikan rrenengah \JIIUJIII. Pengelolaan 
tenaga _kependidikan rreliputi hal-hal seperti jenjang jabatan 

dan ke~gkatan, pe~canaan, pengadaan, pengangkatan, penem­

patan dan pemindalian, pengembangan kemampuan, dan 
pemberhentian/pemensiunan. 

a. Jenjang .Jabatan dan ~pangkatan 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 
melalui peningkata~ mutu guru, perlu diatur 
jenjang jabatan dan kepangkatan tenaga kepen:.. 

d1d1kan khususnya guru. Pangkat adalah suatu 
penghargaan yang melekat pada suatu jabatan. 
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Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menun­

j :1kkan wewenang dan tanggung j awab dalam mela­

kukan tugas. 

Guru atlalah anggota masyarakat yang berwe­

nang mengajar. Untuk berwewenang mengajar, se-

seorang harus mempunyai diploma dari lembaga pen­

didikan tenaga kependidikan. Untuk pengangkatan 

pertama, dasar pemb erian pangkat adalah diploma 

yang dimiliki oleh seseorang. Diploma terendah 

yang harus dimiliki o leh seorang guru sehingga 

berwenang mengajar pada pendidikan menengah umum, 

dihargai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a); 

sedangkan pangkat tertinggi yang dapat diduduki 

guru adalah Pembi~a Tingkat I (IV/b), agar dapat 

~erangsang guru untuk 8apat mengembangkan karirnya. 

Dengan demikian jenjang jabatan dan kepang­

katan guru terdiri dari 10 (sepuluh ) jenjang. 

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan 

No Jabatan Pangkat 

1. Gurn Pratama - Pengatur Mud a 

2. Guru Pratama Tingkat I Pengatur Muda Tk. 

3. Guru Mud a Pengatur 

4. Guru Mud a Tk. I Pengatur Tk. I 

5. Guru Madya Penata. Mud a 

6. Guru Madya Tk. I Penata Muda Tk. I 

7. Guru Dew a sa Penata 

8. Guru Dew a sa Tk. I Penata Tk. I 

9. Guru Pembina Pembina 

10. Guru Pembina Tk. I Pembina Tk. I 

I 

Gol/Ruang 

II/ a 

II/b 

II/c 

II/d 

III/a 

III/b 

III/c 

III/d 

IV/a 

IV/b 
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Pengaturan lebih lanjut tentang si3tem kenaikan pangkat 

guru dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Menteri 

yang bertanggung jawab atas pendayagunaan aparatur 

negara. 

b. Perencanaan 

Perencanaan tenaga kependidikan dalam satuan pen­

didikan menengah umum meliputi penentuan: 

a. jenis dan jumlah tenaga kependidikan yang harus. 

ada~ sehubungan dengan: 

1) adanya tenaga ~ependidikan yang pensiun~ 

2) adanya pembukaan program baru; dan 

3) adanya pemekaran or.ganisasi. 

b. sumber-sumber dari mana tenaga kependidikan di­

peroleh khususnya un~uk program pilihan; dan 

C . Qaf~Rr tenaga kependidikan menurut urutannya 

yang akan di beri kesempatan memperoleh penataran 

dan tugas belajar. 

- · ?engadaan 

Pengadaan tenaga kependidik?n secara ideal harus 

disesuaikan dengan kebutuhannya. Oleh karena itu peng­

ad~an tenaga kependidikan harus berdasarkan perencana­
an j angka 'pendek dan j angka panj ang. 

Pengadaan tenaga kependidikan pada satuan pendi~ 

dikan menengah umum bersumb~r dari tenaga kependidik­

an yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tenaga 

kependidika.'"l dan .tenaga kependidikan dari masyarakat. 

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan harus menyedia­

kan guru dan tenaga.kependidikan_lainpya yang secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif memenuhi keper­
luan pendidikan menengah umum, baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta. 

Pimpinan satuan pendidikan menensah umum yang dike­

lola pemerintah dan swasta mengajukan usul calon 

tenaga kependidikan baik yang akan. diangkat menjadi 

tenaga tetap maupun tidak tetap. 
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d. Pengangkatan 

Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan lain 

pada sa~uan pendidikan menengah umum yang dikelo~a 

oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri yang 

bertanggung jawab atas pendidikan atau peja-

bat yang ditunjuk olehnya. Pengangkatan guru 

dan tenaga kependidikan lain pada satuan me-

nengah umum yang dikelola swasta dilakukan 

oleh Ketua Yayasan. Di samping itu,Menteri · 

yang bertanggung jawab atas pendidikan juga 

berwenang mengangkat guru dan tenaga kep~ndi-· 

dikan lain untuk ditempatkan pada satuan pen­

didikan menengeh umum yang dikelola swasta 

dalam rangka perbantuan. 

Dalam hubungannya dengan pengangkatan 

ini, pimpinan satuan ~endidikan mengajukan 

usul tenaga kependidikan yang memenuhi syarat 

untuk diangkat. 

e. Penempatan dan Pem+ndahan 

Ten~ga kependidikan yang telah diangkat pada 

satuan, pendid_i kan menengah umum tertentu oleh 

Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan, 

penempatannya ditent ukan oleh pemimpin satuan 

pendidikan masing-masing . Dalam penempatan ini, 

yang perlu dipe rhatikan adalah: 

1) perencanaan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan yang bersangkutan; 

2) latar belakang pendidikan tenaga kependidikan 

yan-g bersangkutan; 

3) pengalaman dan masa kerja tenaga kependidikan 

yang bersangkutan; 

4) sifat-sifat pribadi tenaga ke.pendidikan yang 

bersangkutan;dan 

5) keadaan peserta didik dalam kelompok belajar 

di lingkungan satuan pend~dikan menengah umum. 
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01. samp~ itu, dalam rangka pembinaan karir te­

naga kependidikan yang bersangkutan dan pening~ 

katan pelaksanaan pendidikan menengah umum, 

pimpinan satuan pendidlkan mengajukan usul pe­

mlndahan bagi tenaga kependidikan tertentu kepada 

Menteri yang bertanggung jawab atas pendldikan. 

f. Pengembangan Kemampuan 

Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan 

pada setiap satuan ~endidikan diarahkan pada sa­

saran untuk lebih ·meningkatkan pelaksanaan tugas 

pokok maslng-masing. Sehubungan .engan it u, 

pengembangan kemampuan tersebut dipusatkan pada 

pengembangan profesional dalam bidang: 

1) pengu~ . aan materi pelajaran dan proses belajar 

mengajar/latlhan; 

2) administrasi dan pengelolaan satuan pendidikan; 

3) pe~gelolaan perpustakaan s ekolah; 

4) pengelolaan bengkel kerja; dan 

5) pelayanan bimbingan dan penyuluhan . 

Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk upaya 

pehge~bangan kemampuan t enaga kependidi kan dapat 
be r upa! 

1) diskusi berkala antartenaga kependidikan da­

lam satuan pendidikan yang bersangkut an ; 

2) pe ran serta dalam kegiatan antarkelompok te­

rraga kependidikan sejenis; 

3) pe ran serta dalam latihan yang diadakan, baik 
di dalam maupun di luar negeri; dan 

4 ) upaya mendatangkan ahli-ahl i tertentu ke­

satuan:pendidikan yang bersangkutan. 

Peran serta tenaga kependidikan dalaffi upaya 

pengembangan kemampuan 1tu dijadikan salah satu 

bahan. pertimbangan dalam pembinaa~ karir yang 

bei'Sangkutan. 
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g. Pemberhentian dan P emensiunan 

Dalam·rangka pemberhentian dan pemensiunan 
tenaga kependidikan d1 lingkungan satuan pen-

didikan menengah umum, pimpinan satuan pen­

didikan menengah umum melakukan kegiatan se­

bagai berikut . 
1. Memberi tahu se belumnya kepada tenaga kepen-

didikan yang akan memasuki masa pensiun. 

2. Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang 

memberhentikan tenaga kependidikan yang 

bersangkutan karena alasan pensiun dengan 

disertai ~elengkapannya. 

3. Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang 

memberhentikan tenaga kependidikan yang ber­

sangkutan untuk memberhentikan tenaga kepen-. . 
didikan di lingkungannya dengan disertai 

alasan pemberhentian dan bukti-buktinya. 

Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan 

tenaga kependidikan ditetapkan o l eh Menteri 

yang oertanggung jawab atas pend idikan . 

u Pembinaan Tenaga Kependidikan 

a. . t-e rnb i naan l\ar i r 

Tenaga ~ e pendidi ka n yang meliputi ~u~u, 

Kep?..la sek olah, tenaga perpus.takaan sekolah, 

<.e r, :o;,t:a lab o ~atorium, tenaga bengkel ker,~a, 

t·.' nag; bin'rinl_:an dan penyulul.a n, dan 

inst.ruktur ha,...us selalu dibina karirnya, 

sehingga menjadi te naga pendidikan yang pro­

fesion 1 dan bergairah dalam melakukan tu~asny a. 

Pembinaan karir tenaga kependidi kan dilaksanakan 

dengan: 

1 ) pemberian penghar gaan tertentu kepada tenaga 

yang rajin dan berprestasi berupa tanda pe ng­

hargaan, Percepatan kenaikan pangkat, jabatan, 
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dan bentuk penghargaan lain; 

2) penggiliran guru yang bertugas di daerah per­

kotaan, desa, daer.ah terpencil, atau daerah 

perbatasan; dan 

3) pemberian kesempatan memperoleh pendidikan tam­

bahan yang berguna, baik untuk kepent ingan tenaga 

kependidikan sendiri maupun untuk kepentingan 

peserta didik. 

Di dalam kedudukannya sebagai pejabat fungsional, , 

tenaga kependidikan·· yang berprestasi dimungkinkan 

naik pangkat kurang dari 4 (empat) tahun, tetapi 

paling cepat setelah dua tahun dalam pangkat yang ter­

akhir. Agar sistem pembinaan karir yang digunakan se­

suai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, 

ilmu,dan teknologi, harus dilakukan ~ 1ilaian secara 

sistematis dan terus menerus. 

b. Pembinaan Kesejahteraan 
•. 

Kesejahteraan tenaga kependidikan pada pendidikan 

menengah umum harus dibina pul~, s ehingga yan g ber­

sangkutan dapat melakukan tugas nya de ngan baik. 

Pe mbinaa n kesejahteraan tersebut dapat berupa 

pe mb erian gaji, tunjangan khusus tenaga kependidikan, 

pakaian, perumahan, dan bentuk kesejahteraan lainnya. 

Tunjan gan khusu s tenaga kependidikan diberikan ke­

~ ada yang melakukan tugas di daerah terpencil, per­

batasan , c.ian Jaer ;.l.t 1 ydns- bertara f hidur rna hal. 

Pengaturan lebih l a~jut tentang pembinaan kese­

jahteraan ditetap kan o leh Menteri yang bertanggunv 

jawab 1tas pendidikan. 

5. Penge l o laan dan Pembinaan Tenaga Admini strasi 

Hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaaQ dan 

pe mbi naan tenaga administrasi ditetapkan lebih lanjut 

oleh Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan. 
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6. Pengawaaan 

a. Pelaksanaan Kuriku~um 
Pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah 

umum harus diawasi agar 

yang berlaku. 

sesuai dengan pedoman 

Pengawasan meliputi unsur pengendalian, 
bimbingan, dan penila1an terhadap pelaksanaan 
kurikulum. 

Agar pengawasan sesuai dengan tujuannya, 

harus dilaksanakan berdasarkan berpedoman 

yang berlaku. 

Pengawasan tersebut harus memungkinkan: 
1) setiap satuan pend1d1kan menengah umum men­

dapat kunjungan para pengawas; 
2) pengawas dapat melakukan tugasnya; dan 
3) pengawas berpedoman peraturan yang ber­

laku. 

Pedoman pengawasan tersebut ditetapkan lebih 
lanjut oleh Menter! yang bertanggung jawab 
atas pendidikan. 

b. Pengelolaan Sumber Daya 

Pengelolaan sumber daya pendidikan yang 
meliputi tenaga, sarana, dan prasarana harus 

diawasi agar betul-betul menunjang pelaksanaan 
pendidikan. 

Pengelolaan yang mencakup aspek peren­

canaan, p;ngorganisasian, dan pelaksanaan 
harus diawasi dalam arti dikendalikan, di­
bimbing, dan dinilai agar sesuai dengan pe­

doman yan~ berlaku. 

Pengaturan lebih lan j ut ' tentang pengawas­
an pen~olaan . sumber day a di tetapkan oleh 

Ment er ! yang bertanggun g j awab ·at as pendi­

dikan. 



BAB III 
PERANAN KELHARQA DAN MASYARAKAT 

Selain pemerintah, keluarga dan masyarakat juga me­

megang peranan sangat penting daiam pendidikan menengah 

umum. 

1. Peranan Keluarga dalam Pendidikan 

Peranan orang tua dalam pendidikan menengah umum 

adalah keikutsertaaq orang tua peserta didik baik se­

cara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai 

perwujudan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pendidik­

an menengah umum. Peranan keluarga dalam pendidik~n 

menengah umum diwujudkan dalam bentuk: 

a. bimbingan dan dorongan belajar terhadap peserta 

didik; 

b. pe~berian bahan pertimbangan dan masukan lain ter­

hadap arah dan pelaksanaan pendidikan; 

c. sumbangan pikiran dalam penihgkatan pendayagunaan 

sumber belajar; 

d. pemberfan bantuan prasarana dan sarana pendidikan; 

dan 

e . pemberian sumbangan pembiayaan pendidikan. 

2 . Peranan Masyarakat dalam Pendidikan 

Peranan masyarakat dalam pendidikan menengah umum 

adalah keikutsertaan masyarakat, baik secara sendiri­

se ndiri maupun secara bersama-sama,sebagai perwujudan 

tanggung jawabnya dalam pelaksanaan dan pelayanan pen­

didikan menengah umum. Peranan masyarakat dalam pen­

didikan menengah umum dilakukan oleh pihak swasta, du­

nia usaha, dan kelompok profesi. 
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Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, peranan 

masyarakat dapat berupa pemberian bantuan terhadap sis­

tern pendidikan menengah umum yang sedang berjalan. Ban­

tuan yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuksumbang-

an dana, pengadaan sarana dan atau prasarana pendidik­

an ., penyediaan tenaga kependidikan (seperti misalnya 

instruktur), dan pemberian masukan bagi penyempurnaan 

sistem· pendidikan menengah umum. 

Dalam rangka menunjang pelayanan pendidikan, pe­

ranan masyarakat dapat berupa upaya untuk meningkatkan 

daya tampung pendidikan menengah umum melalui pengelola­

an satuan pendidikan oleh pihak swasta. 
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BAB IV 

KETENTUAN KHUSUS 

Dalam ket~ntuan khu~us lni hanya diuraikan tentang 

pendidikan asing untuk pendidikan menengah umum di Indonesia. 

Pendidikan menengah umum asing diselenggarakan oleh 

perwakilan negara sahabat untuk warga negarany a atau oleh 

badan swasta/pemerintah asing yang menyelenggarakan pendidi­

kan dengan melibatkan warga negara Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya, pendidikan asing dapat berupa penye­

lenggarakan satuan-satuan pendidika n, baik ya~- dikelola 

secara sendiri-sendiri oleh perwakilan negara J ahabat ter­

tentu, seperti misalnya sekolah-se kolah perwakilan negara 

sahabat ( embassy schools ) , maupun yan g dikelola secara 

bersama-sama antara beberapa badan swasta/pemerintah asing, 

misalnya sekolah internasional. 

Di samping tidak boleh mengganggu pelaksanaan sis tem 

pendidikan nasional, pelaksanaan kegiatan pendidikan asing 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber masukan (umpan balik) 

berupa informasi perbandingan bagi perbaikan sistem pen­

didikan nasional, antara lain yang berkenaa~ dengan metode 

~elajar-mengajar, sistem penilaian, program bimbingan, dan 

pengelolaan program pendidikan . 
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